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PERATURAN DAERAH KOT AP ALEMBANG 

NOMOR S T AHUN 2009 

TENTANG 

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANG 
KOTA PALEMBANG TAHUN 2005-202S 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA PALEMBANG, 

1 

: a bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adafa.h dokumen 
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) La.bun yang memuat visi, misi dan arah 
pembangunan Kota Palembang yang mengacu pada Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatern Selatan dan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional ; 

b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasi,;'50 ayat (3) .huruf e Undang-Undang 
Nomor 32 Ta.bun 2004 tentang Pe~ tahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 TahuJ1 2004 tentang -Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, mengarnanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

c. bahwa bcrdasarknn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat lJ 
dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Ta.bun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004 tentang Pembentuk.-in Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor4389); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tamba.han 
Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

4. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tamba.han LembaranNegara RJNomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Ur-dang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Ta.bun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RJ Ta.bun 2008 
Nomor 59, Tnmbahan Lembaran Negara RI Nomor 4&44); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Ta.bun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemcrinta.han Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

6. Uodang-Undang Nomor 17 Ta.bun 2007 tentang Rencana Pembaogunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Ta.bun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 17 ); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Ta.bun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembarao 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tamba.han Lembaran Negara RI Nomor 4725); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara RI Ta.bun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerinta.h Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencaoa Pembanguoan (Lembaran Negara RI Ta.bun 2006 
Nomor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 4663); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Ta.bun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4664); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintaban Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahuo 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara R1 Tahun 2008 Nomor 48); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Paojang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumate.ra Selatan Tahun 2007 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembarao Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

IS. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
$US\1Ilan Organisa~i dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang 
(Lembaran Daerah Kota Palembang T ahun 2008 Nomor 10). 

Dengan Pers1>tjJ) uan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKV:~T DAERAH KOT,<\. PALEMBANG 

dan 

WALIKOT AP ALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEl\fflANGUNAN 
JANGKA PANJANG KOTA PALEMBANG TAUUN 2005-2025 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah WalikotaPalembang. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang 

selanjutnya disebut sebagai RP JP Daerah adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terbitung sejak Tahun 
2005 sampai dengan Tahun 2025; 

5. Rr,ncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJM Daerah adalah dokumcn Pembangunan Jangka Menengah Kota 
Palembang untuk Periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Kota Palembang I 
Tahun 2005-2008, RPJM Kota Palembang II Tahun 2009-2013, RPJM Kota 
Palembang ill Tahun 2014-2018, RPJM Kota Palembang IV Tahun 2019-2023 
yang merupakan penjabaran dari visi, rnisi, dan program Walikota Palembang 
dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, RPJM Nasional, 
RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta mernperhatikan RPJP Nasional. 

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 

BABil 
ARAB PEMBANGUNAN 

Pasal 2 

(I) Arah Pembangunan Kota Palembang Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai 
dengan RPJP Daerah Tahun 2005-2025. 



(2) Riucian dari Arab Pembaogunan Kofa .PalmJw.g sd-ipiEOIM .tio4,oid ima 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupilam bagjan yang tidak 
terpisabkan deogan PaattaanDaerah ini. 

PMal3 

RP.Jr D ah _,,, .. ;,;t flsi. misi dlll mah PmJwc,t • ICot- P:I n:!N.g Jang 

oa,gav pada Reocana Pemleng,■- langb P■,jmcg Orab Provimi S!wc 7 • 
Scl lm• d,m Rencana Pembang111J1111 Jangb.Panjang Nasiooel 

Paal4 

(1) RPJP Daemb sebagaimana dirnaksud dalam l'asal 1 mcnjadi pi,1oman daJam 
~ RPJM Daenb yang manual visi, misi dwu p;og1a.a Wah""tnk 

(2) RPJM Daerah sebagaimana ctimaksud pada 
001qeimtikao Rencana Pemb•ngnnan Jangb 

ayat (1) disaun dengan 
Mmmpli Deerab Provinsi 

Sim 41 • Selmm.. J 

(1) Dalam rangt,, mcnjsga kesiwnbuogan panhang,u1■n dan-. mmgl•i!MIN\an 
kekoso~ rencaoa pembangunan Daerah, Walikoal yang ,edq memerinlab 
pada tahun terakh.ir diwajibkan mcnyusm, Reocana Kaja Pemc:rintah Daerah 
(RKPD) Ulduk talwn pertllmA peoode pew•• iohlh ben":c14oya. 

(2) RKPD :l"'bagairnana dirnaksnd pada ayat (1) .!~kan '""'8J'i peclornan rmtuk 
meoyusun Anggaran Peodapwbdl -iao Belaaja Daenh Tabon Palawa Paiode 
Pana:iulab ba:ikutnya. 

BABID 

PENGENDALIANDAN EV .ALUASI 

Paul 6 

(1) Petroimab Kota mdakukan peogendalian dan eva1uasi pdaAw n RPJP 
Daemh. 

(2)Tala c:ara pcogendalian ciao ewluasi pel&\sac , m¥ IP"' panbangumn 
ditelBplam lebih lanjut oleh Walikoea. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Paal7 

Ptntwan Daerah mi mu1ai bedakn sejak mnggi,1 dioodangbn 

Agar setiap orang JIHe,ele!miny,I, ID"'J'Cti-abbt, pcogt1Hlat•gan Paablfldi 
Daerah ini,, dengan peuernpt1•1111ya dalam u:mbatao OaerahKota Palembang 

Ditt:11t14 •• di Pakmbimg 
pada taogpl !15. t4ai 2009 

DY SANTANAPUTli 


